PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 18 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa dalam Aturan Bea Meterai 1921, terdapat peraturan-
peraturan yang di pandang kurang sesuai dengan keadaan
sekarang, sehingga perlu di adakan perubahan dan tanbahan;

b. bahwa untuk nencapai naksud tersebut antara lain dapat
di perti nbangkan penungutan bea neterai atas surat-surat
per nohonan yang diaj ukan kepada Penerintah, kenaikan bea
nmeterai atas surat nikah, neterai kw tansi, neterai dagang
neterai atas penberian kredit, dan sebagainya, serta kenaikan
m ni num bea netera

Mengi ngat : pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-
undang Dasar;

Mendengar : Menteri Keuangan;
Menut uskan:
Menet apkan :

Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan dan
t anbahan Aturan Bea Meterai 1921

Aturan Bea Meterai 1921 sebagai nana tel ah di ubah dan ditanbah
dengan Undang-undang No. 20 tahun 1956 (Lenbaran-Negara 1956 No.
47) dan terakhir dengan peraturan Penguasa Mliter No. 756 dan
875/ P. M T./ 1957 di ubah dan di tanbah sebagai beri kut:

Pasal |.

D nmana dal am Ordonansi ini tertulis

a. Gouverneur Ceneral, dibaca : Menteri Keuangan
[pasal 2 ayat (2); pasal 3 ayat (3); pasal 4 ayat (1); pasal 5
ayat (7); pasal 7 ayat (1), pasal 18 ayat (1); pasal 31, 11
sub 35 dan sub 37; pasal 61 ayat (4); pasal 78 ayat (7); pasa
104 ayat (3) pasal 119 ayat (1)];

b. D rektur van Financien, dibaca : Menteri Keuangan
[pasal 66 ayat (2); pasal 78 ayat (1), huruf c; pasal 80 ayat
(2) huruf b; pasal 85 ayat (1) dan (2); pasal 123 ayat (2)];

C. Raad van Justitie, dibaca Pengadil an Negeri
[pasal 119b ayat (2); pasal 119c ayat (1) dan (2)];

d. Resi dentierechter, dibaca : Pengadilan Negeri
[pasal 101 ayat (2) dan (3): pasal 101 ayat (4) huruf a, c dan
el;

f. I n naam des Koni ngs, dibaca : atas nanma keadil an.
[ pasal 15 ayat (1), pasal 31 , Il sub 27 huruf a; pasal 119a



ayat (2)];
Hoof di nspect eur van Fi nanci en, di baca : Kepal a Jawat an Paj ak.
[pasal 2 ayat (1b); pasal 21 ayat (1); pasal 78 ayat (7a)
pasal 83 ayat (2); pasal 119 ayat (2), pasal 120 ayat (1)
huruf a,- pasal 12l a ayat (1)] ;
I nspect eur van Fi nanci en, di baca |nspektur Keuangan.
[pasal 2 ayat (2); pasal 18 ayat (1) pasal 21 a ayat (1)
pasal 94 ayat (1); pasal 95 ayat (1), (2) dan (5); pasal 98
ayat (1) huruf b, dan ayat (4); pasal 100 ayat (2); pasal 101
ayat (1) dan (3); pasal 102 a ayat (3); pasal 104 ayat (1 );
pasal 110 ayat (3); pasal 113 ayat (2) ; pasal 119 ayat (1)
dan (6); pasal 119a ayat (3); pasal 119b ayat (1); pasal 119c
ayat (2)];
Q@ul den, di baca : Rupiah.
Al genene Rekenkaner, dibaca : Dewan Pengawas Keuangan, (pasa

31, Il, sub 17).
I nl andse, dibaca : | ndonesi a.
(pasal 31, Il sub 47 huruf a; sub 57; Sub 64; pasal 48 sub 1,

2, 4 dan 9: pasal 108 ayat (1): pasal 118 ayat (2).

I nl anders, dibaca : Warga | ndonesi a.

[pasal 31, Il sub 50; sub 52; pasal 74 ayat (3)].

Directeur Bi nnenlands Bestuur, dibaca : Menteri Dal am Negeri
dan G onom Daer ah.

(pasal 46 ayat (1) sub 8 huruf d).

Neder | ands onder daan, dibaca : Warga | ndonesi a.

(pasal 46, ayat (I ) sub 8 huruf f).

Drecteur van Landbouw, dibaca : Menteri Mda Pertanian,
(pasal 31, Il sub 57).

Javasche Bank, dibaca : Bank | ndonesi a.

(pasal 41 ayat (15)]

Pasal I1.

D bawah bab 11, kepal anya di ubah dan berbunyi sel uruhnya :

"1. Tentang bea neterai umum Rp. 3,- untuk senua tanda bukti
yang tidak disebutkan dibagian lain dan untuk surat
per nohonan.

2. Tentang bea materai nenurut Jluas Kkertas untuk akta
pengadi | an dan akta notaris".

Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai beri kut

"Terkecuali tanda-tanda yang dalam bab ini atau dal am sal ah

satu bab beri kut nya di kenakan bea neterai |ain, dan terkecuali

penbebasan- penbebasan yang di sebut kan kenudi an, naka di kenakan
bea nmeterai tetap sebanyak tiga rupiah :

1. senua tanda yang ditanda-tangani, yang di perbuat sebagai
bukti untuk perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
ber si fat hukum perdat a;

2. surat-surat pernohonan, yang di buat dal am bentuk apapun,
juga yang berbentuk surat biasa atau surat peringatan,
di t uj ukan kepada Pereri nt ah, kepada haki m haki m
pengadi | an, kepada pegawai - pegawai negeri dal am

j abat annya, kepada juru-pem sah, kepada pegawai-pegawai
dan kepada Penerintah Daerah yang termaksud dal am
Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok



Penmerintah Daerah (Lenbaran-Negara tahun 1957 No. 6)

juncto Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang

Penmerintah Daerah, begitu juga yang ditujukan kepada

badan- badan hukum yang didirikan ol eh Penerintah, begitu

juga surat aslinya, turunan-turunan atau peti kan-petikan

dari keputusan atas surat pernohonan di naksudkan di

atas, yang di beri kan kepada yang ber kepenti ngan;

3. dengan nenper hati kan ket entuan dal am pasal 27e:

a. surat-surat, surat nengenai kerunah-tanggaan dan
susurat sedemkian vyang tidak diperbuat untuk
di gunakan sebagai bukti;

b. tanda-t anda yang senul a di bebaskan dari bea netera
ber dasarkan tujuannya, jika dipergunakan untuk
tujuan lain atau di pergunakan oleh orang lain, lain
dari pada maksud senula untuk siapa atau untuk apa
penbebasan itu diberikan".

C Pasal 38: a. kal i mat pertama, kata-kata "lima puluh sen"
di baca "satu rupiah".
b. huruf j, k dan |, kata-kata "een honderd
Rupi ah” di baca "een dui zend Rupi ah".
D. Pasal 39 ayat 3 : kata-kata "linma puluh sen" dibaca "satu
rupi ah".
E. Pasal 41 ke-1 : kata-kata "tien rupiah" dibaca "Vijfentwintig
rupi ah".
F. Pasal 45 ke-4 "D kenakan bea tetap enpat rupiah |inma pul uh sen

ialah surat tanda kawi n yang diberikan kepada nereka yang
nmel akukan perkaw nan di nuka penghul u berdasarkan peraturan
per kawi nan menurut Agama |slam demkian pula surat tal ak atau
ruj uk".
G BAB V : Sesudah No. 13 ditanbah No. 14 :
"14, ver zoekschriften ter bekomng van warga
negar a- schap".
H. Pasal 45 ditanbah dengan ayat (14) yang berbunyi sebagai
beri kut :
"(14) D kenakan bea tetap tiga rupiah, surat pernohonan untuk
pewar ga- negaraan ternmaksud dal am Undang-undang No. 62 tahun
1958 pasal 5 ayat (3)".
l. BAB | X : pasal 69 ayat (3) di baca sebagai beri kut
"(3) Surat-surat berharga jangka pendek (kort papier) dem ki an
j uga tanda-tanda yang di sebut kan dal am ayat pertanma yang tidak
diberLkan atau di bayar di Indonesia di kenakan bea tetap satu
rupi ah".

Pasal 111.
Bea neterai m ni num dit et apkan sebesar satu rupiah.
Pasal |V.

Mencabut kenbal i sebagian dari pasal 1 Staatsblad 1948 No. 135
tentang Bea Meterai nengenai Bab Xl Il Ordonansi Bea Meterai, pasal-
pasal 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, Bab XVl pasal 120 ayat (2)
dan Bab XVII pasal 122 ayat (2) dan (3), dan nenghidupkan | agi
pasal - pasal tersebut di atas dengan perubahan dan tanbahan sehi ngga



ber bunyi sebagai beri kut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

"BAB XII1.
TENTANG METERAI DAGANG

Pasal 109.

Surat penberitahuan penutupan perjanjian dan nota, baik yang
di t anda-tangani nmaupun yang tidak, dalam nmana seorang mnakel ar
atau kom si oner atau seorang lain yang pekerjaannya
nmenper dagangkan atau nengel uarkan surat efek, yang bertenpat
tinggal di I|ndonesia, nenberitahukan kepada orang untuk siapa
ia melakukan perbuatan seperti tercantum dalam surat
penberitahuan penutupan perjanjian atau nota, t ent ang
penbelian atau penjualan sesuatu surat efek, dengan tidak
nmengi ndahkan apakah terjadi penyerahan atau tidak, dikenakan
bea dua pul uh lima sen untuk setiap seratus rupiah.

D kenakan bea yang sama ial ah nota, baik yang ditanda- tangani
maupun yang tidak, dalam mana diberitahukan juniah yang
di beri kan kepadanya dari sesuatu pengel uaran surat-surat efek,
yang perol ehannya di sini dil akukan dengan suatu pendaftaran
atau dengan cara | ain.

Surat penberitahuan penutupan perjanjian, baik yang ditanda-
tangani maupun yang tidak, yang dibuat ol enh seorang nakel ar
yang bertenpat tinggal di |Indonesia, tentang transaksi yang
di | akukan untuk nenberi perintah nengenai salah satu atau
[ ebih hasil bum tersebut di bawah : bungkil, cacao, hasil-
hasil ketela, cassia vera, kopal, kopra, damar, biji jarak,
bunga pala, getah, kacang tanah, kulit, nila, kapok, biji
kapok, kapas, kedele, kulit kina, kinine, kopi, |atex, jagung,
biji pala, mnyak tananman, anpas mnyak, |ada, biji pinang,
sagu, rotan, karet, beras, gula, tenbakau, teh, timah, kulit
dan sabut, dikenakan bea dua puluh lima sen untuk setiap
seratus rupiah.

D kenakan bea yang sama ial ah surat-surat dan nota, baik yang
di t anda-tangani nmaupun yang tidak, dal am nana seorang pedagang
atau orang lain yang Dbertenpat tinggal di | ndonesi a,
nmenberitahukan kepada pihak lain atau nenguatkan tentang
penut upan transaksi dalam satu atau |ebih hasil bum disebut
dal am ayat (3), begitu juga akta di bawah tangan dan salinan
atau petikan akta notaris yang diberikan kepada kedua bel ah
pi hak, dari mana ternyata adanya transaksi itu

Sebagai berkedudukan di |ndonesia dianggap juga senmua orang
dan badan-badan, yang atas tanggungan sendiri ataupun atas
tanggungan orang lain nengadakan transaksi di |ndonesia
wal aupun nereka tidak berkedudukan di | ndonesi a.

Unt uk pel akuan Peraturan Penerintah Pengganti Undang- undang
ini, yang dimaksudkan dengan transaksi dalam satu atau | ebih
hasil bum tercatum dalam ayat (3) pasal ini, ialah setiap



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(1)

per set ujuan berdasarkan mana suatu pihak atau |ebih, nendapat
hak atas atau berkewaji ban nenyerahkan dal am hak mlik suatu
jum ah hasil bum itu, begitu juga setiap persetujuan |ainnya
yang nmenyebabkan satu pi hak atau | ebi h, menperol en kepenti ngan
atau kehilangan suatu Kkepentingan yang ada pada perubahan
harga hasil bum itu.

Bea karena penbelian, penjualan atau penbagian surat efek,
di kenakan dari jum ah penbelian, penjual an atau penbagi an, dan
di hitung dengan penbul atan ke atas, sanpai jumah Rp. 500,
dengan jum ah bulat Rp. 100.- di atas Rp. 500.- sanpai Rp.
5.000.- dengan jumah bulat Rp. 500.- di atas Rp. 5.000.-
dengan jum ah bulat Rp. 1.000.-.

Bunga tetap yang pada penbelian atau penjualan surat efek
| azi m di perhi tungkan dari jangka waktu yang berjalan, tidak
di per hati kan.

Bea karena transaksi hasil bum terhutang: Dalam hal jual-
beli, dari harga beli ditanbah dengan beban-beban yang di pi ku
ol eh penbeli, untuk neringankan penjual: dalam hal lain, dari
nilai jual seluruh hasil bum yang harus diserahkan atau dari
nilai jual hasil bum di nmana perubahan harganya nenyebabkan
di perol ehnya kepetingan atau kehi |l angan kepenti ngan yang ada.
Penmbul atan ke atas dil akukan sesuai dengan ketentuan dal am
ayat (7) pasal ini.

Yang di maksud dengan nilai jual ialah nilai hasil bum pada
wakt u persetujuan ditutup, dengan nenperhati kan seberapa bol eh
janji-janji yang dinuat dalam persetujuan, dengan pengertian
bahwa nilai jual paling sedikit sama dengan nilai pasar
menurut catatan harga terakhir ditenpat di nana persetujuan
di buat, atau kalau ini tidak ada nenurut catatan harga di
Jakart a.

Ji ka pada penbuatan tanda-tanda ternmaksud dalam pasal ini,
harga atau jum ah hasil bum dari transaksi belum di ket ahui
maka untuk penghitungan bea neterai jumah transaksi itu
senentara di ki rakan, dan jika Kkenudian ternyata bahwa
perkiraan itu terlanpau rendah, maka bea neterai yang kurang
di bayar itu harus dilunasi menurut cara yang ditentukan dal am
pasal berikut.

Pasal 110.

O ang yang dimaksudkan dal am ayat (1) pasal 109 diwajibkan
dal am tenpo tiga hari sesudah penbelian atau perjual an surat
efek, atau setelah nendengar tentang penutupan perjanjian
penbelian atau penjualan itu, untuk nenyerahkan atau
nmengi ri nkan surat penberitahuan penutupan transaksi atau nota
yang di bubuhi neterai secukupnya nengenai hal tersebut, kepada
orang untuk siapa ia nel akukan penbeli an atau penjual an itu.
Jika penbelian atau penjualan itu dilakukan di luar negeri
maka penyerahan atau pengirinman itu harus dilakukan dal am



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

waktu tiga bulan dalam penberitahuan senmentara yang tel ah
di ki ri nkan kepada yang berkepentingan itu dibebaskan dari
pengenaan bea neterai.

Mereka yang di I ndonesia pada pengeluaran surat-surat efek
menbuka kenmungki nan untuk nenperol eh surat-surat itu dengan
jalan pendaftaran atau dengan lain jalan berkewajiban dal am
waktu sepuluh hari setelah penbagian atau setel ah penbagi an
sedem ki an di dengarnya nengenai hal itu menyerahkan atau
nmengi ri nkan nota yang di bubuhi neterai secukupnya kepada orang
unt uk siapa penbagi an itu dil akukan.

Makel ar , yang bertenpat ti nggal di I ndonesia seperti
di mksudkan dal am pasal 109, diwajibkan dalam waktu enpat
bel as hari setel ah penutupan transaksi hasil bum nengenai hal
itu nmenyerahkan atau nengirinkan surat penberitahuan penutupan
transaksi yang di bubuhi meterai secukupnya kepada kedua bel ah
pi hak. Jika untuk pihak-pihak bertindak berbagai mnakel ar yang
ber t enpat kedi aman di | ndonesi a, maka setiap makel ar
di waj i bkan dal am jangka waktu itu nenyerahkan atau nengiri nkan
suatu surat penberitahuan penutupan transaksi yang di bubuhi
nmet erai secukupnya kepada yang nenberi kan perintah

Pedagang dan | ai n-lain orang, yang di maksudkan dal am pasal 109
yang bertenpat kediaman di |ndonesia dan telah nelakukan
transaksi hasil bum tanpa perantaraan nmnakel ar, diwajibkan
dal am waktu enpat belas hari nengenai soal itu nenyerahkan
atau nengirinkan suatu surat atau nota yang di bubuhi netera

secukupnya kepada pi hak | awan ataupun dal am jangka waktu itu
nmenyat akan adanya suatu transaksi dengan nenbuat akta di bawah
tangan dal am rangkap dua atau akta notaris yang dibubuh

nmet erai secukupnya.

Not ari s-notaris, dihadapan siapa akta ternmaksud dal am ayat (4)
di buat, diwajibkan dalam waktu sepuluh hari sesudah itu
nmenberi kan kepada kedua bel ah pi hak suatu salinan atau petikan
akt a-kata itu yang di bubuhi neterai secukupnya.

Ji ka sesuai dengan ayat (11) pasal 109 untuk nenghitung bea
nmeterai jum ah transaksi senmentara dikirakan, dan ternyata

setel ah jum ah transaksi sesungguhnya di ket ahui, bahwa neterai

kurang di bayarnya, maka masi ng-nmasing pihak diwajibkan dal am
waktu satu bulan kepada pihak |awan nenberitahukan sendiri

atau dengan perantaraan mnakelar yang nelakukan transaksi

jum ah yang sesungguhnya dengan suatu surat atau nota, surat
atau nota mana dikenakan bea neterai sebesar jumah yang
kur ang di bayar nya.

Ji ka rmereka, kepada siapa diserahkan, di ki rinkan atau
di beri kan suatu tanda yang di bubuhi neterai nenurut ketentuan-
ket entuan dal am pasal ini, nenolak nenerima tanda itu atau
jika penyerahan. Pengiriman atau penberian tidak dapat
di | akukan kepadanya, naka tanda itu dal am jangka waktu tiga
bul an setelah saat pada mana penyerahan, pengirinman atau



(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

penberi an seharusnya dil akukan, diserahkan kepada |nspekt ur
Keuangan dal am wi | ayah mana nereka yang ber kewaji ban nel akukan
penyer ahan bertenpat tinggal atau nel akukan perusahaannya.

| nspekt ur Keuangan nenyinpan tanda itu selama senbilan bul an
unt uk di sedi akan bagi yang berkepenti ngan.

Setiap pel anggaran terhadap pasal ini di kenakan denda sebanyak
seratus kali bea yang tidak dibayar, dengan sekurang-
kurangnya |inma ratus rupiah.

Pasal 111.

Ket ent uan- ket entuan dal am pasal 109 dan 110 tidak berlaku

t er hadap :

ke- 1. transaksi hasil bum di nmana dasar yang dipakai
untuk nenghitung bea berjumah kurang dari Rp.
100. 000, - kecuali jika dalam nasa enpat bel as hari
dal am mana transaksi itu dilakukan antara kedua
pi hak yang sama ditutup lagi suatu transaksi atau
lebih dari hasi | bum yang sama dan juniah
t ransaksi sel ur uhnya unt uk penghi t ungan bea

berjum ah Rp. 100.000,- atau lebih, kecuali jika
transaksi itu dil akukan dengan perantaraan berbaga
makel ar .

ke- 2. penyerahan hasil bum dalam hal penjualan |elang
at au penjual an dengan pendaft ar an.

Ji ka berdasarkan ayat (1) ketentuan dal am pasal 109 dan 110
berlaku terhadap sesuatu transaksi, maka jangka waktu
termaksud dal am pasal 110 ayat (3), (4) dan (5) mulai berlaku
sej ak hari berl akunya peraturan itu.

Yang di maksudkan dengan suatu transaksi dal amsuatu hasil bum
yang sana, ialah setiap transaksi dalam salah satu hasil bum
yang dal am ayat (3) pasal 109 dinmasukkan di bawah nama yang
sama, dengan tidak nengurangi wewenang Kepal a Jawatan Paj ak
unt uk nenbagi - bagi hasil bum yang ada di bawah nama yang sama
dal am gol ongan- gol ongan yang untuk pel akuan ayat (1) dianggap
sebagai hasil bum tersendiri.

Pasal 112.

Tanda-t anda di sebut dal am pasal 110 harus nenuat :

a. nama orang yang mnenyerahkan atau nenberikan tanda itu,
dan nama orang pada siapa tanda-tanda itu diserahkan,
di ki ri nkan atau di beri kan;

b. sifat transaksi dan sifat barang-barang, begitu juga
dasar untuk penghitungan bea, atau jika ini tidak
di ket ahui perkiraan dasar itu.

Tanda-tanda, yang berdasarkan ketentuan dalam pasal 110
di ser ahkan, dikirinkan atau dibuat ol eh  nakel ar at au
kom sioner atau lain orang yang pekerjaannya di |ndonesia
nmenper dagangkan atau nengeluarkan surat-surat efek atau



(3)
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(2)

(3)

menutup transaksi hasil bum, harus dibubuhi nonor wurut,
sel ain kecual i an ternuat dal am pasal 115 ayat (2).

Dari tanda-tanda, itu dibuat suatu salinan atau petikan yang
di msukkan dal am suatu daftar yang | enbaran-| enbarannya di beri
nonor, yang nenuat senua ket erangan ternmaksud dal am ayat (1)
begitu juga nonor wurut, sedemkian rupa sehingga pada satu
hal aman buku daftar itu dinuat satu salinan atau petikan.

Jum ah bea neterai yang di bayar dinyatakan pada salinan atau
petikan itu menurut cara yang ditentukan dal am pasal 113 ayat

(7).

Ji ka pencatatan atau pernyataan ini tidak dil akukan atau jika
menurut catatan ternyata kurang dibayar bea neterai, nmaka
tanda itu dianggap sebagai diserahkan, dikirinkan atau dibuat
dengan tidak atau tidak cukup di bubuhi neterai.

Daftar itu sebel um di gunakan di beri tanda ol eh atau atas nana
Kepal a | nspeksi Keuangan, dal am w | ayah siapa penegang daftar

itu bertenpat tinggal, sepanjang- nengenai daftar-daftar dari

nmereka yang bertenpat tinggal dalam daerah Swatantra tingkat

I, di mana terdapat tenpat jabatan I|nspektur Keuangan, dan
sepanj ang nengenai daftar orang |lain ol en Kepal a Daerah, dal am
w | ayah siapa penmegang daftar itu bertenpat tinggal.

Daf tar dan akta-akta di bawah tangan ternmaksud dal am pasal 110
dan salinan serta petikan akta notaris harus disinpan selama
tiga tahun, agar dapat diperlihatkan sesuai dengan ketentuan
dal am pasal 18. Sepanjang nengenai daftar, jangka waktu
penyi npanan di nul ai dengan tanggal penbukuan yang terakhir.

Apabi | a di buat akta di bawah tangan rangkap dua, sesuai dengan
ket entuan pasal 110, naka kepada masi ng-nmasing pi hak, dal am
wakt u sepul uh hari diberi kan sebuah dari akta itu

Denda sebanyak seratus rupi ah di kenakan, jika tanda-tanda yang
di serahkan, dikirinkan, dibuat atau diberikan sesuai dengan
pasal 110 atau jika pencatatan salinan atau petikan tanda itu
dal am daftar nmenurut ayat (2) pasal ini tidak nmenenuhi syarat -
syarat yang di cantunkan dal am pasal ini.

Pasal 113.

Bea neterai yang termasuk Bab ini dilunasi dengan nmenggunakan
nmet erai dagang.

Pada tanda-tanda yang salinannya atau petikannya dicatatkan
dal am daftar termaksud dal am pasal 112, naka bagian kiri dari
neterai dagang dilekatkan, pada tanda itu, dan bersanmaan
dengan itu bagi an kanan neterai dagang dil ekat kan pada sal i nan
atau petikan tanda-tanda itu.

Met erai yang digunakan untuk tanda itu dil ekatkan sel uruhnya
pada tanda itu



(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

D per bol ehkan nenggunakan dua neterai atau | ebih.

Meterai, sesuai dengan cara ditentukan di nuka dilekatkan
sel uruhnya, dalam keadaan utuh dan tak rusak sebagai mana
di kel uarkan ol eh panitia Penerintah, dan tanpa ada kertas atau
bahan |l ain antara tanda dan neterai kecuali bahan perekat.

O ang vyang di maksudkan dalam pasal 110 nenuliskan tanda
tangannya, atau jika digunakan Ilebih dari dua neterai
menul i skan tandat angan-tandat angannya dengan tinta di atas
nmet erai - met erai sedem ki an rupa sehi ngga tanda-tangan sebagi an
terdapat di atas neterai atau neterai-neterai dan sebagi an
terdapat di atas tanda: nereka nencatatkan juga pada setiap
bagian neterai dengan tinta saat digunakannnya neterai itu
dengan menyebut kan tanggal, bul an dan tahun. Pada tanda-tanda
termaksud dalam ayat (2) tanda-tangan dituliskan di atas
masi ng- masi ng bagi an dari meterai dengan cara yang sana.

Pel ekatan bagian neterai pada salinan atau petikan yang
di cat at kan pada daftar sesuai dengan ayat (2) pasal ini,
ber | aku sebagai bukti penbayaran bea neterai.

Ji ka dil akukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan ini
maka tanda di anggap sebagai tidak di bubuhi neterai

Pasal 114.

Barang siapa nenerima suatu tanda yang dikenakan neter ai
menurut Bab ini, yang tidak atau tidak cukup di bubuhi neterai
di waj i bkan dal am waktu enpat belas hari setel ah penerinmaan
nmenyer ahkannya kepada pegawai negeri

Barang siapa tidak nenerima tanda bertentangan dengan
ket ent uan dal am pasal 110 dan 111, diwajibkan juga dal am waktu
sat u bul an sesudah saat pada waktu mana ia seharusnya neneri nma
tanda dem ki an, nenberitahukan hal ini kepada Kepal a | nspeksi
Keuangan dal am wi | ayah mana i a bertenpat tinggal.

Bar ang si apa ti dak nmenenuhi kewaj i ban- kewaj i ban i ni
bert anggung j awab untuk denda yang di kenakan ber dasar kan pasal
110.

Pasal 115.

Ti dak di kenakan bea ial ah :

ke- 1. surat penberitahuan penutupan transaksi dan nota
nmengenai penbelian atau penjual an surat efek, yang
di beri kan atau dikirinkan kepada seorang nakel ar,
kom sioner atau lain orang yang bertenpat tingga
di Indonesia, yang pekerjaannya nenperdagangkan
atau nengel uarkan surat-surat efek, asal saja dari
tanda itu ternyata bahwa tanda-tanda itu tidak
di mksudkan untuk di beri kan kepada orang | ai n.



ke- 2. not a-nota mengenai penbagian surat efek, jika
nmengenai-hal itu di Indonesia tel ah diberikan atau
dikirinkan nota berneterai, oleh nereka yang
menbuka kemungki nan nenperoleh surat itu dengan
jal an pendaftaran atau dengan jalan lain, asal saja
pada nota itu dinyatakan bea neterai yang telah
di l unasi pada nota yang di sebut pertana.

ke- 3. surat penberitahuan penutupan transaksi hasil bum
yang di ki ri nkan ol en nakel ar yang bertenpat tinggal
di Indonesia kepada orang yang nenberi perintah

yang bertenpat tinggal di luar negeri, yang tanpa
per ant araan seorang peneri ma kuasa wakil atau kuasa
yang berkedudukan atau Dbertenpat ti nggal di
I ndonesi a, |angsung nenerintahkan dari |uar negeri
untuk nel akukan suatu transaksi, dan nereka di
I ndonesi a tidak nel akukan perusahaan, baik sendiri
maupun dengan perantaraan orang lain, asal saja
penberian perintah |angsung dari luar negeri itu
di nyatakan atas tanda, salinan atau petikan surat
perintah itu.

ke- 4. tanda-tanda  di naksudkan dalam Bab ini yang
di ser ahkan, di ki ri nkan, di buat atau diberikan
setel ah bea neterai yang terhutang nengenai hal itu
di l unasi atas suatu tanda | ai nnya, yang di serahkan,
di kirinkan dibuat atau diberikan, asal pelunasan
itu serta jumah bea neterai yang telah dibayar
di nyatakan dalam tanda-tanda itu atau di bawah
tanda-tanda itu

ke- 5. tanda-t anda yang di naksudkan dal am Bab i ni nengena
transaksi hasil bum, sekedar hasil bum ini harus
di serahkan dalam suatu bungkusan tertentu, yang
nmenur ut pendapat Kepala Jawatan Pajak nyata
di mksudkan untuk di jual kepada penakai dal am
jum ah tertentu.

ke- 6. tanda-t anda yang di naksudkan dal am Bab i ni nengena
persetujuan yang nenperpanjang waktu penyerahan
dal am suatu transaksi hasil bum, dengan waktu

tidak lebih dari tiga bulan, asal janji-janji
transaksi itu tidak diubah atau dimntakan ganti
rugi .

(2) Terhadap tanda-tanda yang di naksudkan di bawah ke-1 dan ke-4,
ket ent uan dal am pasal 112 tidak berl aku.

Pasal 116.

Bea neterai yang di kenakan dari tanda-tanda yang di maksudkan
dal am Bab ini terhutang ol eh nereka, kepada siapa tanda itu harus
di serahkan, dikirinkan atau di berikan.

Pasal 120 ditanbah dengan ayat (2) sebagai berikut :
"(2) Bea yang tel ah dilunasi nenurut ketentuan dal am Bab Xl |
di kenbal i kan :
a. j i ka ditunjukkan kepada Kepal a Jawat an Paj ak hi ngga



nmenuaskan, bahwa perkiraan yang dil akukan sesuai
dengan pasal 109 ayat (11) terlanpau tinggi dan
di m ntakan pengenbalian dalam waktu satu tahun
setel ah jum ah yang sesungguhnya dari transaksi itu
di ket ahui .

b. j i ka seorang nakel ar sebagai akibat kepailitan atau
penyel esai an pengadilan dari yang nenberi Kkuasa,
tidak dapat mnta digantinya bea neterai surat
penberitahuan penutupan transaksi hasil bum, asa
di tunj ukkan kepada Kepala Jawatan Pajak hingga
nmenuaskan, bahwa rmakelar itu dalam penagi han
kenbali bea yang di bayarnya terlebih dahulu selalu
bertindak sewaj arnya".

Pasal 122 ditanbah dengan ayat (1) dan (2) sebagai berikut

"(1) D hukum dengan hukuman sebagai nana ditentukan dal am pasal 263

Ki t ab Undang- undang Hukum Pi dana, i al ah :

ke- 1. barang siapa dengan sengaja nenbuat palsu atau menal sukan
salinan atau petikan ternmaksud dalam pasal 112 ayat (2)
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, dengan
maksud untuk di gunakan ol eh orang lain seol ah-olah tanda itu
benar dan tidak palsu, jika dari penggunaan itu ditinbul kan
ker ugi an;

ke- 2. barang siapa dengan sengaja pada salinan atau petikan
menyebutkan jumah bea neterai yang dipungut bertentangan
dengan Kkebenaran, jika karena pencatatan itu ditinbulkan
ker ugi an.

"(2) Per buat an- per buatan yang di hukum nenurut pasal ini dianggap

sebagai kej ahat an".

Pasal V.
Sesudah Bab | X di tanbah Bab baru sebagai beri kut
"BAB | X A

Tentang bea neterai dari tanda bukti penberian kredit oleh
Peneri ntah dan Badan Penberi Kredit.

Pasal 73 a.

(1) Tanda dal am bentuk dan dengan nama apapun, baik yang dibuat
ol eh atau di hadapan notaris maupun yang di buat di bawah tangan
sepi hak atau kedua pihak, vyang digunakan sebagai bukti
perjanjian hutang-piutang, di rmana diberikan hutang ol eh
Penerintah atau Badan penberi kredit yang berjum ah | ebih dari
Rp. 1.000,-, baik dengan jamnan atau tidak, dikenakan bea
sebesar |ima pul uh sen untuk tiap seratus rupiah.

(2) Bea dihitung dari jum ah bul at seratus rupiah
Jum ah kurang dari seratus rupiah dibulatkan ke atas sanpa
jum ah penuh seratus rupi ah.

(3) Jika tanda tersebut dalam ayat (1) dibuat dalam |ebih dari



satu lenbar, atau jika dari tanda dem kian dibuatkan salinan
atau peti kan, maka |enbar-lenbar yang lebih dari satu dan
salinan serta petikan, dibebaskan dari bea, asalkan atas
| enbar pertama atau | enbar aslinya telah dilunasi bea nmenurut
senestinya dan demkian itu dinyatakan oleh pegawai negeri
pada | enbar-1enbar | ain, salinan atau petikan.

(4) Jika tanda di sebut pada ayat (1) dibuat di |uar negeri, mnaka
tanda itu sebelum digunakan di |Indonesia, harus terlebih
dahul u di aj ukan kepada pegawai negeri untuk dibubuhi netera
nmenur ut mnesti nya.

Lenbar an-1 enbaran dari tanda tersebut yang lebih dari satu

atau salinan serta petikan tanda itu dibebaskan dari bea

neterai, asalkan |enbar aslinya atau salah satu | enbar tel ah

di | unasi beanya nenurut senestinya dan dem ki an itu dinyatakan

ol eh pegawai negeri pada |enbar-lenbar [ain atau pada salinan

serta petikan.

Pasal 73 b.

Jika dibuat suatu tanda bukti perjanjian hutang-piutang
termaksud pada pasal 73 a ayat (1) atau ayat (4), dengan tidak
di |l unasi beanya sebagai mana nestinya, nmaka di kenakan denda sebanyak
seratus kali bea yang kurang atau tidak dibayar, dengan m ni mum
seratus rupiah.

Pasal 73 c.

(1) Bea neterai termaksud dalam Bab ini di | unasi dengan
nmenggunakan neterai tenpel atau dengan cara yang ditentukan
dal am pasal 104.

(2) Pelunasan bea neterai dari tanda yang di buat di |uar |ndonesia
di | akukan dengan penyerahan tanda itu kepada pegawai negeri
unt uk dineterai.

Pasal 73 d.

Bea Meterai tanda-tanda termaksud dal am Bab ini terhutang ol eh
debitur, kecuali jika ol eh pihak-pihak ditentukan | ain.

Pasal 73 e.

D bebaskan dari pengenaan bea neterai nmenurut Bab in
i alah :

a. tanda yang di buat dari perjanjian hutang-piutang, di nmana ol eh
suatu badan penberi kredit, baik yang berkedudukan di |uar
I ndonesi a maupun yang berkedudukan di |ndonesia, diberikan
kredit kepada Penerintah Republik | ndonesi a.

b. surat gadai yang diberikan oleh Jawatan Pegadai an kepada
pem nj ant'.

Pasal WVI.
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku

pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
tanda yang di buat sesudah tanggal 31 Desenber 1959.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SCEKARNG,

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVCR 18 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN " ATURAN BEA METERAI 1921".

Pasal |.

Maksud dari pasal ini ialah untuk nenyesuai kan istilah-istilah
yang berasal dari jaman penjajahan dengan susunan ket ata-negaraan
sekar ang.

Pasal I1.

Dengan Staatsblad 1948 No. 154 pasal 23 ayat (2) dicabut
kenbal i . Adapun yang mnenjadi alasan pencabutan itu ialah pendapat
bahwa wewenang rakyat untuk nengajukan surat-surat pernobhonan
kepada Penerintah tidak dibat asi.

Pendapat demkian itu yang didasarkan pada azas denokrasi
dapat di hargai. Tetapi dalam kenyataannya wewenang yang di berikan
itu disal ahgunakan ol eh orang-orang sehingga dalam tahun-tahun
t er akhir ini beratus-ratus surat pernohonan diterima ol eh
Penmerintah serta alat-alatnya, sehingga Penerintah "kuwal ahan”
unt uk nengerj akan surat-surat pernohonan itu. Dari berbagai-baga
jawatan diterima kel uh-kesah Yang nengganbarkan betapa besarya
kesul i t an-kesul i tan yang di hadapi itu.

Jum ah bea neterai sebanyak Rp. 3,- untuk surat-surat yang
di t uj ukan kepada Penerintah, nengingat nilai rupiah pada waktu ini,
sudah tidak | agi dapat di pandang sebagai penghal ang unt uk
nmengaj ukan surat-surat dem ki an, sehingga tidak pula dapat
di kat akan bahwa azas denokrasi dibatasi karenanya. Lebih-1lebih
karena untuk mereka yang tidak manpu ada pengecualian yang diatur



dal am pasal 31 Il No 35. Mengingat pula bahwa keadaan keuangan
Negara pda dewasa ini kurang bai k, mnaka pel akuan kenbali pasal 23
ayat (2) akan nerupakan sekedar peringanan beban Peneri nt ah.

Pasal 23 ayat (1) dan (3) nerupakan terjenmahan dari bunyi kata
resm yang nmasih tertulis dal am bahasa Bel anda.

Penj el asan pasal 23 ayat (2).

Dengan Dberlakunya perarutan ini nmaka senua surat-surat
per nohonan yang ditujukan kepada Penerintah, baik pada Penerintah
Pusat maupun kepada Penerintah Daerah, pula yang ditujukan kepada
haki m haki m pengadi | an, kepada pegawai negeri dalam | abatannya,
termasuk juga pegawai Penerintah Daerah, kepada juru-juru pem sah
dan juga yang diajukan kepada badan hukum yang didirikan ol eh
Pener i nt ah, yang semata-mata nel akukan sebagian dari t ugas
Penmerintah seperti msalnya perusahaan-perusahaan yang termasuk
I ndi sche Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419) dikenakan bea
nmeterai Rp. 3,-.

Dengan sur at per nohonan di mksudkan  surat-sur at yang
nmengandung i si, atas mana badan-badan atau orang yang di sebut dal am
ayat (2) harus nenberi kan keputusan. Jadi bila atas surat itu ol eh
yang berwaji b tidak perlu dianbil keputusan, atau sudah nyata bahwa
surat pernmohonan tidak akan dapat ditolak, unpamanya suatu
per nohonan untuk nendapat salinan surat hak mlik (eigendonsacte)
maka surat pernohonan dem kian itu bukan surat pernohonan dal am
arti Aturan Bea Meterai, dan tidak perlu dibubuhi neterai Rp. 3, -,
Sebagai contoh surat-surat pernobhonan yang harus di bubuhi -netera

. 3,- ialah antara lain surat pernphonan untuk berhenti dari
jabatan dengan hormat: surat-surat pernmohonan untuk nendapatkan
surat keterangan kel akuan bai k dari penongpraja; surat pernohonan
untuk nendapatkan ijin nendirikan rumah; surat pernohonan untuk
mendi ri kan perusahaan; surat pernmohonan untuk nendapat cuti besar
dan sebagai nya.

Pula surat pernmohonan yang ditujukan kepada Perwakil an-
perwaki | an I ndonesia diluar negeri harus dibubuhi neterai sesua
dengan Peraturan Bea Meterai. Karena itu surat pernohonan visum
harus beneterai Rp. 3,-, juga surat pernohonan untuk nendapatkan
ket erangan kel akuan bai k dan sebagai nya.

Kecuali surat pernmohonan yang bersagkutan, naka keputusan-
keputusannya baik yang asli rmaupun turunan atau salinan yang
di beri kan kepada yang berkepentingan di kenakan bea neterai Rp. 3,-
kecual i jika di kenakan bea neterai |ain.

Ji ka surat-surat pernohonan kepada Penerintah yang berdasarkan
aturan Bea Meterai ini dikenakan bea neterai, tidak dibubuh
nmet erai sebagai mana nestinya, naka Penerintah atau pejabat - pej abat
Peneri ntah bersandarkan pada pasal 15 ayat (1) tidak di perkenankan
nmenpertinbangkan isi dari surat-surat pernphonan termaksud.

Wal aupun dem ki an tidak senmua surat pernohonan atau keputusan-
keputusan atas surat dem kian di kenakan bea neterai, karena
Pemerintah untuk surat-surat permohonan tertentu dan pula untuk
keput usan- keputusan tertentu, telah nenberikan pengecualian dengan
j al an penbebasan yang di maksudkan dal am pasal 31 sub II.

Ant ara | ai n di bebaskan dari bea neterai



a. surat-surat tawaran pada penjual an unmum pasal 31, 11, ke-4,

b. surat-surat pernohonan yang diajukan oleh wajib pajak atau
atas nama wajib pajak nengenai ketetapan pajak baik yang
berupa surat keberatan nmaupun yang berupa surat pernohonan
bi asa untuk nengubah jum ah hutang pajak. Sebaliknya surat
per nohonan untuk di bebaskan dari denda yang di kenakan
ber dasarkan pasal 9. Odonansi Balik Nama (Q o.) ataupun untuk
di bebaskan dari denda, karena terl anbatnya nenbayar, di kenakan
bea nmeterai Rp. 3,);

C. surat pernohonan yang diajukan ol eh orang-orang yang tidak
manpu (pasal 31, Il ke-35);
d. surat -surat pernohonan untuk di perkenankan neli hat surat-sur at

dal am Asip Negara yang diperlukan untuk nenbuat penbel aan
Eengen?i kerugi an yang dil akukan terhadap Negara pasal 31, |
e-42 ).

Pasal 38. pasal 39 ayat (3) dan pasal 41 ayat (1).

Ber hubung dengan ditetapkannya bea neterai m ninum sebesar
satu rupiah (lihat pasal I11) maka untuk nenyesuai kan dengan itu
neterai tetap bagi kwtansi dan sebagainya sebagainmana ternuat
dal am pasal 38 dikenakan be neterai sebesar satu rupiah. Dengan
al asan yang yang bea neterai yang ternuat dal am pasal 39 ayat (3)
di nai kkan pula sanpai satu rupiah. Bergandengan dengan ini nmaka
bat as yang di maksudkan dal am pasal 41 ayat (1) dinai kkan nenjadi
dua pul uh Iima rupiah. Kenai kan batas ini hingga Rp. 25,- nengi ngat
di nai kkannya bea sanpai Rp. 1,- adal ah sudah sewaj ar nya.

Pasal 45 ke-4.

Menurut sistim hukum yang berlaku sebelum perang untuk
pengenaan pajak diadakan diskrimnasi antara orang-orang Yyang
nmel akukan  per kaw nan- per kawi nan di nuka penghul u, dan di nuka
burgelijke stand. Bagi burgelijke stand | ebih | anjut di bedakan pul a
antara Christen Indonesiers, Chinezen an Europeanen. Pada dewasa
ini diskrimnasi semacam itu tidak |agi pada tenpatnya. Maka ol eh
sebab itu bea vyang terhutang karena surat-surat kawin dan
sebagai nya di sanar at akan, dan di kenakan rata-rata Rp, 4,50. Surat
tal ak tau rujuk juga dengan itu nmengal am perubahan yang sana.

Pasal 45 ke- 14.

Dengan Peraturan Penguasa Mliter No. 756/ PMI/1957, yang
kemudi an di ubah dengan Peraturan No. 875/PMI/1957, maka surat
per nohonan pewar ga- negaraan (pasal 45 ayat (13) dikenakan netera
tetap antara Rp. 500,- s/d Rp. 1.000,-.

Kemudi an dengan adanya Undang-undang Keadaan Bahaya tanggal 17
April 1958, berhubung dengan ketentuan pasal 60 Undang-undang itu,
peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Uang pewarga-negaraan
kermudi an diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 6". tahun
1958, dal am pasal 5 ayat (2) f (Lenbaran-Negara 1958 No. 113).

Wal aupun dem ki an dirasa perlu untuk nengenakan gea netera
atas surat-surat pernohonan pewarga-negaraan, |epas dari uang
pewar ga- negar aan sebagai nana di atur dalam Undang-undang No. 62
t ahun 1958.

Bea Meterai atas surat-surat pernohonan ternmaksud adal ah



sesuai dengan sikap Penerintah dalam hal nengenakan bea neterai
atas senua surat pernmohonan yang ditujukan kepada Penerintah,
seperti telah diurai kan di atas tadi.

Pasal 69 ayat (3).

Dengan di adakan perubahan ayat ini naka surat-surat berharga
j angka pendek (kort papier), dalam nana termasuk cheques, di kenakan
bea tetap satu rupiah. Hal ini |ebih sesuai dengan naksud penbuat
Undang- undang yang juga nengenakan bea atas kw tansi sebanyak satu
rupi ah, Bea neterai satu rupiah tidak akan nenberatkan pi hak yang
ber kepent i ngan, karena pada unmummya surat cheques di kel uarkan unt uk
jum ah yang besar.

Pasal 111.

Ber hubung dengan ber bagai - bagai kesulitan, nmaka Jawatan Paj ak
ti dak akan nengeluarkan |lagi neterai-neterai yang kurang dari Rp.
0,50. Bea m ninum sekarang berhubung dengan itu ditetapkan satu
rupi ah.

Mengi ngat keadaan pada waktu ini, dimana nilai rupiah sudah nerosot
sedem ki an rupa, naka jum ah satu rupiah sebagai bea m ni num tidak
akan dirasa sebagai tekanan berat. Pun dapat dikatakan bahwa bea
m ni mum sebesar itu tidak akan nengganggu jalannya |alu-lintas
per dagangan. Justeru dalam perdagangan, dimana tanda-tanda itu
mer upakan bukti yang penting dan sangat diperlukan oleh para
penmegang tanda dan pada galibnya neliputi jum ah yang besar-besar
bea m ni num sebesar itu secara presentuil tidak nenpunyai arti sama
sekal i .

Ket entuan ini dicantunkan sebagai ketentuan unmum dan tidak
secara perubahan pasal dem pasal. Jadi dinmana terhutang neterai
bai k neterai yang sebandi ng maupun neterai yang tetap dal amjuni ah-
jum ah yang kurang dari satu rupi ah, harus dibaca satu rupiah.

Pasal |V

Keti ka dalam tahun 1948 neterai dagang di hapuskan, naka
sebagai al asan penghapusan di aj ukan bahwa :

le. hasil dari nmeterai dagang itu tidak sedemkian banyak
sehi ngga penghapusannya tidak akan nenberi pengaruh yang
berarti terhadap keuangan Negar a;

2e. kesukar an-kesukaran perihal pengawasan, nengingat kurangnya
t enaga- t enaga nenengah yang tersedi a dal am Jawat an Paj ak.
Pada dewasa ini keadaan sudah ber ubah.

Al asan yang kesatu, berhubung dengan naiknya harga akan
nmengaki bat kan bahwa jumlah neterai dagang akan dihitung dari
jum ah-jum ah yang |ebih besar. Jika sebelum perang harga beras
di catat sebesar Rp. 0.06, pada waktu ini dapat-di hadapkan angka
rata-rata Rp. 4,-, yang berarti hanpir 70 kali lipat. Dengan
nmenggunakan presentase yang sama, hasil pemasukan neterai dagang
dapat di harapkan nai k. Mka dengan dem kian alasan yang kesatu
sudah tidak |agi menpunyai nilai seperti pada waktu dahul u.



Mengenai al asan yang kedua sejak tahun 1948 Jawatan Paj ak tl ah
berusaha sekerasnya untuk nengatasi kekurangan akan pegawai
nmenengah yang terdidik, dan hingga kini kekurangan akan pegawai
terdidik sudah sebagian terpenuhi. Maka  ber hubung dengan
t ersedi anya tenaga-tenaga yang dapat diserahi dengan pengawasan
al asan kedua sudah tidak |agi nerupakan halangan bagi Jawatan
Paj ak. Dengan di hi dupkannya kenbali neterai dagang ini, naka
keadaan kenbali |agi seperti sebelum di hapuskannya pasal nengena
nmet erai dagang. DA am teks pasal-pasal yang bersangkutan dengan
nmet erai dagang di nuat sel uruhnya.

Ber hubung dengan kenai kan harga seperti tel ah diurai kan di at as
dirasa dapat dipertanggung-jawabkan jika batas yang semula hanya
Rp. 4.000,- dalam jangka waktu enpat belas hari dinai kkan nenjadi
Rp. 100.000,-. Hal ini nengingat pula, agar supaya pedagang keci
yang nel ayani kebutuhan rakyat jelata tidak terkena neterai dagang
itu.

Ber gandengan dengan di hi dupkannya kenbali neterai dagang ini,
maka perlu pula diberl akukan | agi pasal 120 ayat (2) dan pasal 122
ayat (1) dan (2), yaitu yang nengenai pengenbalian neterai dagang
yang kebanyakan di bayar dan yang nengenai hukuman pidana tentang
kej ahat an yang di | akukan dal am rangka neterai dagang,

Pasal V.

Bab | XA ini nerupakan Bab baru, yang di adakan ber hubung tanda-
tanda nengenai penberian hutang uang oleh badan penberi kredit
(crediet instelhngen) dikenakan bea neterai yang jum ahnya
nmenyi npang dari bea terhutang untuk tanda-tanda tersebut sebel um
ber | akunya peraturan ini.

Peraturan baru ini hanya neliputi perjanjian hutang-piutang
| ebih dari Rp. 1.000,- dan yang diberikan ol eh suatu badan penberi
kredit. Pun tidak diadakan penbedaan apakah untuk perjanjian itu
di adakan jam nan ataupun tidak. Tanda perjanjian hutang- pi utang Rp.
1.000,- atau kurang dikenakan bea neterai Rp. 1,-, sedang tanda
perjanjian hutang-piutang tidak dengan badan penberi kredit
di kenakan bea Rp. 3, -.

Ti dak dii ndahkan dal am bentuk apa surat perjanjian hutang-
piutang itu dibuat; tanda-tanda itu dapat dibuat degan akta di bawah
tangan atau di buat oleh atau di hadapan notaris. Dpat pula dibuat
surat aksep j angka-pendek atau jangka panj ang ol eh debi tur.

Dnegan berl akunya praturan baru ini naka tanda-tanda tersebut
di kenakan bea yang sama besarnya, ialah 1/2% dari jum ah hutang
yang di sebut pada tanda.

Dengan adanya pasal baru ini naka dapat di bedakan tiga soal:

a. t anda-t anda yang nenuat suatu perj anjian hutang-pi utang di nana
di beri kan kredit setinggi-tingginya Rp. 1.000, -;
b. t anda-t anda yang nenuat suatu perj anjian hutang-pi utang di nana

di berikan kredit lebih dari Rp. 1.000,- yang diberikan ol eh
suatu "credietinstel ling":

C. tanda seperti dibawah b yang dilakukan oleh bukan suatu
"credietinstelling".

sub a. Tanda-t anda yang tergol ong dal am gol ongan ini di kenakan
bea neterai berdasarkanpasal 38 dibawah huruf | vyaitu



sub b.

sub c.

Rp. 1,- degan tidak nenperhati kan apakah tanda-tanda itu
di buat oleh satu "credietinstelling" atau dibuat oleh
orang pri badi .

Tanda yang termasuk golongan ini di kenakan bea
ber dasar kan Bab I XA Yang di maksud dengan
"credietinstelling" 1ialah badan-badan atau | enbaga-
| enbaga yang |azim nenberi crediet kepada orang atau
badan, bai k dengan nmenakai jam nan atau ti dak.

Tidak nenjadi syarat bahwa badan itu harus nenpunyai
bent uk badan hukum Dal am pengertian "credietinstelling"
oleh karena itu termasuk bank kredit, seperti Bank
Dagang, Bank Pasar, Bank Hypotik, Koperasi-koperas
Sinpan- Pinjam bank biasa yang nenberi kredit dan
sebagai nya. Bea vyang terhutang dihitung dari jum ah
hut ang sebesar 1/2% dari hutang yang di beri kan, sebel um
di pot ong ongkos- ongkos.

Tanda yang di buat antara orang pribadi nengenai pinjaman
yang nelebihi jumah Rp. 1.000,- baik dengan jam nan
atau tidak, dikenakan bea tetap sebanyak Rp. 3,- yaitu
nmet erai umum ber dasar kan pasal 23.

Ber hubung bea terhutang akan neliputi jumah yang besar
maka mel unasi bea dapat dilaukan dengan nenakai netera
tenpel atau dengan tunai di Kas Negara dengan nenakai
surat kuasa untuk nenyetor (s.k.u.m) yang dapat dimnta
dari | nspeksi Keuangan.

Lenbar-lenbar lain dan salinan atau petikan dapat
di bebaskan dari bea neterai, asal kan |enbar pertana atau
aslinya telah dinererai cukup, hal mana harus di nyatakan
pada |enbar-lenbar lain dan salinan atau petikan itu
ol eh Kepal a Kant or pos.

Pasal WVI.

Cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 111 tahun 1959.

Kut i pan:
Sunber:

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
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